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    BUPATI SUMEDANG
   PROVINSI JAWA BARAT 

   PERATURAN BUPATI SUMEDANG

 NOMOR          TAHUN 2024
 
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN BIDANG SANITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang
	: 
	a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit, dan peningkatan kualitas rumah sehat bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah, peningkatan kawasan kumuh, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik melalui Pagu Indikatif Kewilayahan;
b. bahwa untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan dengan program padat karya yang memanfaatkan tenaga kerja setempat yang diwakili oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dengan pendampingan Koordinator Fasilitator dan Tenaga Fasilitator Lapangan;
c. bahwa guna memberikan pedoman bagi para pelaksana program agar tercipta tertib penyelenggaraan kegiatan, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pagu Indikatif Kewilayahan Bidang Sanitasi;


	Mengingat
	:

	1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang…






2.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
                                                          2. Undang-Undang…









3. Undang-Undang Nomor …. Tahun …… tentang ………………………………. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ```` Nomor …., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …..); 
4. Undang-Undang Nomor ….. Tahun …. tentang …………………………. Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. [bookmark: _Hlk86067540]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor …. Tahun … tentang ………………. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor …. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ````);
7. Peraturan Menteri ……. tentang ……………..; 
 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor …. Tahun ….. tentang ………………… (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ………. Nomor ……);



                                                        8. Peraturan Bupati …


























9. Peraturan Bupati Sumedang Nomor…….. Tahun …. tentang ………. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun ….. Nomor ….) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor …… Tahun ….. tentang …….. (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40); 


	
	
	


               MEMUTUSKAN:
                      
	Menetapkan

	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG ………………………………………………………………………………………………………………………..  
                                                                    
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

	
	
	1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadi kkewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Sumedang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.                                             
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu  Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  




10. Kepala Desa…                                            
10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
11. ………………………………………………                                                   


	
	
	BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

	
	
	Maksud program……………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     


	
	
	Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
 Tujuan program …………………adalah: 
a. terlaksananya kegiatan …………………………………..; 
b. tumbuhnya ………………….; 
c. tertibnya …………………….; dan
d. terlaksananya …………………….

	
	
	
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

	
	
	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.




                                                                  Ditetapkan di Sumedang
                                               pada tanggal

                                                                           BUPATI SUMEDANG,




                                                                          DONY AHMAD MUNIR








Diundangkan di Sumedang
pada tanggal  
      
   SEKRETARIS DEARAH
KABUPATEN SUMEDANG,




  HERMAN SURYATMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR     
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